
YOGYA(KR) - Australia-

Indonesia Disability Re-

search and Advocacy Net-

work (AIDRAN) menggelar

konferensi dua tahunan

yang ketiga bertajuk 'Inter-

national Conference on

Disability Rights (ICDR)-

Advancing Disability Rights:

Disability Inclusive Deve-

lopment Reimagined' di

Kampus UGM Yogyakarta,

21-23 November 2023.

Sesuai dengan tema kon-

ferensi, berbagai persoalan,

tantangan, dan praktik

baik, terkait pelaksanaan

pembangunan yang inklusif

bagi penyandang disabilitas

atau Disability Inclusive

Development (DID) menjadi

pokok pembahasan. 

Konferensi bienial ini

diselenggarakan melalui

kerja sama antara AI-

DRAN dengan UGM dan

Fisipol UGM, Australian

Catholic University (ACU)

Australia, serta didukung

oleh Kemitraan Australia-

Indonesia Menuju Ma-

syarakat Inklusif (IN-

KLUSI).

ICDR 2023 merupakan fo-

rum akademik yang diran-

cang untuk menjadi tempat

bertemunya berbagai aktor

yaitu, penyandang disabili-

tas, akademisi dan peneliti,

pembuat kebijakan, maha-

siswa, aktivis dari berbagai

organisasi penyandang dis-

abilitas, dan penggiat per-

juangan hak penyandang

disabilitas yang datang dari

berbagai negara, terutama

dari Australia dan Indo-

nesia.

Simon Ernst, Counsellor

Development Effectiveness

and Humanitarian, Kedu-

taan Australia mengatakan,

ICDR 2023 merupakan

bagian dari upaya mem-

perkuat kolaborasi antara

Australia dan Indonesia,

baik pada tingkat kelemba-

gaan maupun hubungan an-

tara warga negara Australia

dan Indonesia, people to peo-

ple. 

"Dukungan pemerintah

Australia melalui program

INKLUSI untuk pelak-

sanaan konferensi ini, di-

harapkan semakin men-

guatkan kerja sama antara

pendidikan tinggi di Aus-

tralia dan Indonesia," tu-

turnya.

Dr Wawan Masíudi,

Dekan Fisipol UGM menu-

turkan, keragaman tema

dan perspektif di ICDR 2023

mencerminkan kebutuhan

untuk memahami intersek-

sionalitas hak disabilitas

dalam konteks sosial, bu-

daya, dan politik. 

"Konferensi ini diharap-

kan akan memperkaya

diskusi, dan mempertajam

pemahaman tentang

berbagai hambatan yang di-

hadapi penyandang disabili-

tas dalam berpartisipasi di

dalam pembangunan," ujar

Wawan.

Slamet Thohari, Indo-

nesian Chair AIDRAN me-

ngatakan, sejak berdirinya

AIDRAN di tahun 2018 di

Melbourne, Australia,

AIDRAN berkomitmen un-

tuk terus berupaya meng-

ambil peran dalam mewu-

judkan penghormatan hak

penyandang disabilitas

melalui penelitian dan ad-

vokasi perubahan sosial.

Salah satu strateginya

adalah AIDRAN menjem-

batani kerja sama antara

lembaga pendidikan di

Australia dan Indonesia. 
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(9 JUMADILAWAL 1957) YOGYAKARTA
DIPASTIKAN TERTINGGI DI DIY

UMK Yogya 2024 Berpeluang Tembus Rp 2,5 Juta

Penjabat (Pj) Walikota Yogya

Singgih Raharjo, menjelaskan UMP

DIY 2024 yang sudah ditetapkan

mencapai Rp 2.125.897 atau naik

sebesar 7,27 persen dibanding UMP

tahun ini. 

"Yang pasti Kota Yogya akan ter-

tinggi dibanding kabupaten lain di

DIY. UMK pasti akan naik. Tetapi be-

rapa kenaikannya, kita hitung dulu.

Ada proses yang harus dilalui," jelas-

nya di sela jumpa media, Rabu

(22/11).

Proses atau tahapan yang di-

lakukan Pemkot Yogya dalam meru-

muskan UMK 2024 antara lain de-

ngan menerjemahkan skema Pemda

DIY dalam menetapkan UMP 2024.

Selain itu juga menyelaraskan de-

ngan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peng-

upahan. Dalam pasal 31 PP tersebut

dijelaskan jika UMK lebih tinggi di-

banding UMP. Selain itu ada syarat-

syarat yang harus dipenuhi dalam

menghitung besaran UMK. Salah sa-

tunya rata-rata pertumbuhan ekono-

mi di kabupaten/kota selama tiga

tahun dalam periode yang sama,

lebih tinggi dibandingkan rata-rata

pertumbuhan ekonomi di provinsi.

Oleh karena itu jika ditarik kesim-

pulan terkait rerata kenaikan UMP

maupun UMK dalam beberapa tahun

terakhir, maka UMK Kota Yogya

2024 bisa menembus Rp 2,5 juta.

Saat ini UMK Kota Yogya tercatat Rp

2.324.775 atau naik sekitar 7,93

persen dari tahun lalu. Jika persen-

tase kenaikan tersebut diformu-

lasikan untuk menghitung UMK

2024, maka nominal kenaikannya ju-

ga tidak signifikan yakni menjadi Rp

2.508.898.

Kendati demikian, Singgih masih

belum dapat memastikan jumlah

pasti atas proporsi UMK Kota Yogya

2024. Pasalnya, pola yang dipakai

oleh Pemda DIY dalam menetapkan

UMP 2024 juga masih diterjemah-

kan. Selain itu, pihaknya pun perlu

melakukan koordinasi dengan

Dewan Pengupahan yang terdiri dari

unsur akademisi, pemerintah, peng-

usaha dan pekerja. "Intinya masih

berproses. Penghitungannya kita

sesuaikan aturannya yakni PP

51/2023. Jadi belum bisa kita sam-

paikan berapa hasilnya," tandasnya.

Sesuai tahapan, UMK 2024 akan

diumumkan atau ditetapkan pada 30

November 2023 mendatang. Dua hari

sebelumnya, masing-masing kabupa-

ten/kota harus sudah menyerahkan

hasil perhitungan tersebut ke

Gubernur. (Dhi)-f

YOGYA (KR) - Pemilu 2024

menjadi pengalaman berharga

karena masyarakat akan

memilih calon presiden dan

wakil presiden, calon anggota

dewan tingkat daerah hingga

pusat serta calon kepala daerah

dalam tahun yang sama. Sudah

saatnya penyelenggara di ting-

kat teknis perlu terkaver oleh

jaminan perlindungan.

Anggota Fraksi PKS DPRD

Kota Yogya Bambang Anjar

Jalumurti, mengungkapkan

penyelenggara di tingkat teknis

tersebut ialah Kelompok

Penyelenggara Pemungutan

Suara (KPPS) maupun petugas

Perlindungan Masyarakat

(Linmas). "Salah satu tahapan

paling krusial ialah pemu-

ngutan suara di Tempat

Pemungutan Suara (TPS). Di

sana peran KPPS dan petugas

Linmas menjadi ujung tombak.

Mereka sangat layak untuk dikaver jaminan per-

lindungan," ungkapnya.

Jaminan perlindungan yang dimaksud ialah semacam

asuransi yang mampu melindungi ketugasan para

KPPS maupun Linmas. Baik berupa Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pro-

gram sejenisnya. Hal ini supaya penyelenggara teknis

tersebut merasa aman hingga mampu bekerja dengan

lebih tenang dan optimal.

Bambang menilai masih

cukup waktu untuk meru-

muskan bentuk jaminan per-

lindungan bagi KPPS maupun

Linmas. Sesuai tahapan,

penyelenggara teknis harus su-

dah dibentuk H-14 pemu-

ngutan suara. Sehingga jika pe-

mungutan suara bakal digelar

14 Februari 2024 maka paling

lambat akhir Januari 2024 su-

dah harus terbentuk. "Baik

KPU, Bawaslu maupun

Pemkot Yogya bisa saling

berkoordinasi terkait hal ini.

Ketika ada jaminan per-

lindungan, tentu minat masya-

rakat menjadi bagian dari

KPPS maupun Linmas akan

meningkat. Kendala yang terja-

di pada Pemilu 2019 lalu juga

bisa diminimalisir," urainya.

Apalagi jumlah KPPS dan

Linmas yang dibutuhkan Kota

Yogya cukup banyak. Dari total

1.298 TPS, masing-masing dibutuhkan tujuh petugas

KPPS dan dua petugas Linmas. Dengan demikian total

penyelenggara teknis mencapai 11.682 orang.

Ketugasan mereka juga sangat krusial mulai menyiap-

kan lokasi TPS, melayani pemilih hingga rekapitulasi

suara dalam satu waktu. "Menjadi harapan kita

bersama agar seluruh penyelenggara pemilu mampu be-

kerja dengan profesional dan merasa aman. Baik di ting-

kat kota, kemantren, kelurahan hingga paling bawah di

tingkat TPS," tandasnya.                                               (Dhi)-f

SUKSESKAN PEMILU SERENTAK 2024

Penyelenggara Teknis Perlu Terkaver Jaminan Perlindungan
Bambang Anjar Jalumurti

Fraksi PKS

KR-Istimewa

ICDR 2023 DI UGM

Perkuat Kolaborasi Australia-Indonesia

YOGYA (KR) - Usai penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) 2024 yang telah dilakukan pada Selasa (21/11) kini ma-
sing-masing kabupaten dan kota juga mulai menghitung be-
saran Upah Minimum Kota (UMK) 2024. UMK Kota Yogya di
tahun depan pun berpeluang menembus angka Rp 2,5 juta.

TERMASUK EKS MOBIL DINAS WALIKOTA

77 Kendaraan Operasional Pemkot Dilelang
YOGYA (KR) - Sebanyak 77 unit

kendaraan dinas dan operasional milik

Pemkot Yogya bakal dilelang ke masya-

rakat umum. Proses lelang seluruhnya

dilakukan melalui sistem online di laman

www.lelang.go.id pada akhir bulan ini.

Kepala Bidang Pemanfaatan Aset

Daerah Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya

Ridha Hasan, menjelaskan total

kendaraan dinas dan operasional yang

bakal dilelang meliputi 34 unit sepeda

motor, 21 unit kendaraan roda tiga, dela-

pan unit kendaraan roda empat dan 14

unit kendaraan roda enam. "Terkait de-

ngan teknis pelaksanaan lelang ini agar

diakses melalui online. Jadi nanti peserta

bisa mendaftar secara mandiri, untuk

prosedur dan mekanisme tersedia pada

website tersebut," jelasnya, Senin (20/11).

Di antara puluhan kendaraan bermo-

tor yang bakal dilelang tersebut salah sa-

tunya memiliki nilai sejarah karena

merupakan eks mobil dinas walikota.

Yakni Honda All New Accord VTIL

Automatic. Bekas kendaraan jabatan

orang nomor satu di Kota Yogya itu juga

memiliki nilai limit yang paling tertinggi

yakni Rp 150 juta. Uang jaminan yang

harus disertakan oleh peserta lelang juga

yang tertinggi dibanding kendaraan lain

yang dilelang, yakni mencapai Rp 75 ju-

ta. Kondisi kendaraan juga masih mulus

serta masa aktif pajak hingga September

2024.

Ridha menambahkan, tata cara meng-

ikuti lelang dapat dilihat pada menu

prosedur lelang online. Diharapkan para

peserta untuk membaca dengan teliti

syarat dan ketentuan lelang yang terda-

pat pada domain tersebut. Lelang bagi

masyarakat umum itu akan digelar pada

27 November dan 29 November 2023.

"Penawaran harga lelang menggunakan

token yang akan dikirim secara otomatis

kepada email masing-masing peserta.

Untuk penawaran lelang itu sendiri pa-

ling sedikit sama dengan nilai limit dan

penawaran lelang dapat dikirimkan

berkali-kali hingga batas waktu," pa-

parnya.

Sementara itu, nilai limit paling ren-

dah ialah Rp 700.000 berupa sepeda mo-

tor roda dua jenis Suzuki Shogun tahun

pembuatan 2002. Secara umum,

kendaraan dinas dan operasional yang

dilelang dalam kondisi apa adanya.

Sehingga tim lelang Pemkot Yogya tidak

menerima komplain dan ganti kerugian

terkait kondisi obyek lelang. Oleh karena

itu, sebelum mengikuti lelang calon pe-

serta diimbau melihat langsung obyek

yang akan dilelang. Lokasinya tersebar

di berbagai tempat antara lain gudang

aset BPKAD Kota Yogya Jalan Nyi

Pembayun, Kantor BPKAD Kota Yogya

komplek balaikota, Terminal Giwangan,

Pos Pemadam Kebakaran Jalan Kyai

Mojo, serta Pasar Ikan Higienis Jalan

Tegalturi. (Dhi)-f

YOGYA (KR) - Dinas Pertanian dan

Pangan Kota Yogya kembali meng-

gulirkan vaksinasi rabies bagi hewan

peliharaan. Selama satu pekan ini ditar-

getkan 18 kelurahan yang menjadi

sasaran.

Kepala Bidang Perikanan dan

Kehewanan Dinas Pertanian dan

Pangan Kota Yogya Sri Panggarti, menje-

laskan pemberian vaksin rabies kali ini

merupakan kelanjutan dari program

yang digelar serupa pada September lalu.

"Kali ini kami gelar sejak 20 November

hingga 28 November mendatang. Selain

menyasar di 18 kelurahan, kami juga

membuka layanan di Poliklinik Hewan

Jalan Tegalturi Kota Yogya," jelasnya,

Rabu (22/11).

Delapan belas kelurahan yang menjadi

sasaran vaksinasi rabies tersebut meru-

pakan kelanjutan dari program sebelum-

nya. Dengan begitu total 45 kelurahan di

Kota Yogya ditargetkan sudah terlayani

vaksinasi rabies gratis bagi hewan peli-

haraan. Terutama jenis kucing, anjing

dan kera.

Sri Panggarti menambahkan, total

vaksin rabies yang sudah disiapkan hing-

ga akhir tahun 2023 ini berjumlah 4.000

dosis. Jumlah tersebut meningkat diban-

dingkan dengan tahun 2022 dari target

2.500 dosis dan realisasi  berjumlah 2.179

ekor. Sedangkan realisasi tahun 2023

tahap pertama sampai dengan Septem-

ber 2023 berjumlah 2.208 ekor di 27 ke-

lurahan di Kota Yogya. 

"Semoga dengan bertambahnya vaksin

rabies ini akan menambah kesehatan

hewan peliharaan dan dosis yang

diberikan di Kota Yogya sesuai dengan

target," imbuhnya.

Sementara Medik Veteriner Dinas

Pertanian dan Pangan Kota Yogya Tri

Wahyuningsih, mengungkapkan kegi-

atan vaksinasi rabies ini sebagai upaya

untuk mencegah potensi penularan pe-

nyakit rabies. Oleh karena itu bagi

warga Kota Yogya bisa mendapatkan

vaksin rabies untuk hewan peliharaan-

nya dengan minimal usia hewan peli-

haraan berusia empat bulan dan sudah

diberi obat cacing dengan kondisi yang

sehat.

Pihaknya mengatakan, masih ada

pemilik yang belum memaksimalkan ob-

servasi kesehatan hewan sebelum

diberikan vaksin rabies. Jika hewan ti-

dak dalam kondisi sehat, maka bisa ter-

jadi efek sakit setelah diberikan vaksin. 

"Kunci utama informasi kesehatan

hewan ini sebenarnya dari pemilik. Jika

ada kucing habis vaksin sakit, belum ten-

tu karena diberikan vaksin rabies lalu

jatuh sakit. Bisa dikarenakan karena

belum ada gejala atau tanda-tanda sakit,

sehingga setelah diberikan vaksin ini

hewan menjadi sakit. Maka sebelum

vaksin perlu diobservasi terlebih dahu-

lu," ujarnya.

Selanjutnya, jika hewan sudah diberi

vaksin maka tidak diperbolehkan mandi

dan keluar rumah selama seminggu. Hal

ini sebagai upaya untuk mencegah

hewan terjangkit penyakit dari luar.

Dirinya berharap, dengan rutin setiap

tahunnya diberikan vaksin rabies gratis

di Kota Yogya, hewan peliharaan seperti

kucing, anjing dan kera terhindar dari

rabies sekaligus mempertahankan status

bebas penyakit rabies di DIY.        (Dhi)-f

SEPEKAN SASAR 18 KELURAHAN

Vaksinasi Rabies Kembali Digulirkan


